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A. Pengertian Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis,
multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), culture (budaya), dan isme
(aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan
martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya
masing-masing yang unik.? Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai
sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya.
Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (politics of
recognition) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang
kehidupan.

Pendidikan dianggap sebagai wahana paling tepat untuk membangun
kesadaran multikulturalisme. Sebab, dalam tataran ideal, pendidikan seharusnya
bisa berperan sebagai “juru bicara” bagi terciptanya fundamen kehidupan
multikultural yang terbebas dari kooptasi negara. Harus diakui bahwa
multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh
segenap warga masyarakat sesuatu yang given, takdir Tuhan, dan bukan faktor
bentukan manusia.

Masyarakat majemuk (plural society) belum tentu dapat dinyatakan
sebagai masyarakat multikultural (multicultural society), karena bisa saja di
dalamnya terdapat hubungan antarkekuatan masyarakat varian budaya yang
tidak simetris yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni dan
kontestasi. Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru. Sekitar
1970-an, gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada. Kemudian diikuti

Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lainnya.®

B. Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural dan Minoritas
Dalam masyarakat majemuk manapun, mereka yang tergolong sebagai
minoritas selalu didiskriminasi. Ada yang didiskriminasi secara legal dan formal,
seperti yang terjadi di negara Afrika Selatan sebelum direformasi atau pada

jaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang di Indonesia. Ada yang
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didiskriminasi secara sosial dan budaya dalam bentuk kebijakan pemerintah
nasional dan pemerintah setempat seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini.
Perjuangan hak-hak minoritas hanya mungkin berhasil jika masyarakat majemuk
Indonesia kita perjuangkan untuk dirubah menjadi masyarakat multikultural.
Karena dalam masyarakat multikultural itulah, hak-hak untuk berbeda diakui dan
dihargai. Tulisan ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai apa itu
masyarakat Indonesia majemuk, yang seringkali salah diidentifikasi oleh para ahli
dan orang awam sebagai masyarakat multikultural. Uraian berikutnya adalah
mengenai dengan penjelasan mengenai apa itu golongan minoritas dalam kaitan
atau pertentangannya dengan golongan dominan, dan disusul dengan
penjelasan mengenai multikulturalisme. Usaha memperjuangkan hak-hak
minoritas di Indonesia akan lebih diungkap dalam tulisan ini.
1. Masyarakat Majemuk Indonesia
Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-
masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan
secara paksa (by force) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara.
Sebelum Perang Dunia kedua, masyarakat-masyarakat negara jajahan
adalah contoh dari masyarakat majemuk. Sedangkan setelah Perang Dunia
kedua contoh-contoh dari masyarakat majemuk antara lain, Indonesia,
Malaysia, Afrika Selatan, dan Suriname. Ciri-ciri yang menyolok dan kritikal
dari masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau
pemerintah nasional dengan masyarakat suku bangsa, dan hubungan di
antara masyarakat suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional.
Dalam perspektif hubungan kekuatan, sistem nasional atau pemerintahan
nasional adalah yang dominan dan masyarakat-masyarakat suku bangsa
adalah minoritas. Hubungan antara pemerintah nasional dengan masyarakat
suku bangsa dalam masyarakat jajahan selalu diperantarai oleh golongan
perantara, yang posisi ini di Hindia Belanda dipegang oleh golongan Cina,
Arab, dan Timur Asing lainnya untuk kepentingan pasar. Sedangkan para
sultan dan raja atau para bangsawan yang didukung oleh para birokrat
(priyayi) digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan penguasaan. Atau
dipercayakan kepada para bangsawan dan priyayi untuk kelompok-kelompok
suku bangsa yang digolongkan sebagai terbelakang atau primitif.
Dalam masyarakat majemuk dengan demikian ada perbedaan-
perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum
ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong

sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas. Dalam masyarakat



Hindia Belanda, pemerintah nasional atau penjajah mempunyai kekutan
militer dan polisi yang dibarengi dengan kekuatan hukum untuk memaksakan
kepentingan-kepentingannya, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam dan
manusia. Dalam struktur hubungan kekuatan yang berlaku secara nasional,
dalam penjajahan Hindia Belanda terdapat golongan yang paling dominan
yang berada pada lapisan teratas, yaitu orang Belanda dan orang kulit putih,
disusul oleh orang Cina, Arab, dan Timur asing lainnya, dan kemudian yang
terbawah adalah mereka yang tergolong pribumi. Mereka yang tergolong
pribumi digolongkan lagi menjadi yang tergolong telah mengenal peradaban
dan mereka yang belum mengenal peradaban atau yang masih primitif.
Dalam struktur yang berlaku nasional ini terdapat struktur-struktur hubungan
kekuatan dominan-minoritas yang bervariasi sesuai konteks-konteks
hubungan dan kepentingan yang berlaku.

Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah
penjajahan Jepang yang merupakan pemerintahan militer telah
memposisikan diri sebagai kekuatan memaksa yang maha besar dalam
segala bidang kehidupan masyarakat suku bangsa yang dijajahnya. Dengan
kerakusannya yang luar biasa, seluruh wilayah jajahan Jepang di Indonesia
dieksploitasi secara habis-habisan baik yang berupa sumber daya alam fisik
maupun sumber daya manusianya (ingat Romusha), yang merupakan
kelompok minoritas dalam perspektif penjajahan Jepang. Warga masyarakat
Hindia Belanda yang kemudian menjadi warga penjajahan Jepang menyadari
pentingnya memerdekakan diri dari penjajahan Jepang yang amat
menyengsarakan mereka. Hingga lahirlah Proklamasi Kemerdekaan Rl pada
tanggal 17 Agustus tahun 1945, dipimpin oleh Soekarno-Hatta.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang disemangati oleh
Sumpah Pemuda tahun 1928, sebetulnya merupakan terbentuknya sebuah
bangsa dalam sebuah negara yaitu Indonesia tanpa ada unsur paksaan.
Pada tahun-tahun penguasaan dan pemantapan kekuasaan pemerintah
nasional barulah muncul sejumlah pemberontakan kesukubangsaan-
keyakinan keagamaan terhadap pemerintah nasional atau pemerintah pusat,
seperti yang dilakukakan oleh DI/TIl di Jawa Barat, DI/TIl di Sulawesi
Selatan, RMS, PRRI di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Permesta di
Sulawesi Utara, dan berbagai pemberontakan lainnya dalam upaya
memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Begitu juga dengan kerusuhan berdarah antar suku bangsa yang

terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan



Maluku yang harus diredam secara paksa. Kesemuanya ini menunjukkan
adanya pemantapan pemersatuan negara Indonesia secara paksa, yang
disebabkan oleh adanya pertentangan antara sistem nasional dengan
masyarakat suku bangsa dan konflik di antara masyarakat-masyarakat suku
bangsa dan keyakinan keagamaan yang berbeda di Indonesia.

Dalam era diberlakukannya otonomi daerah, siapa yang sepenuhnya
berhak atas sumber daya alam, fisik, dan sosial budaya, juga diberlakukan
oleh pemerintahan lokal, yang dikuasai dan didominasi administrasi dan
politiknya oleh putra daerah atau mereka yang secara suku bangsa adalah
suku bangsa yang asli setempat. Ini berlaku pada tingkat provinsi maupun
pada tingkat kabupaten dan wilayah administrasinya. Ketentuan otonomi
daerah ini menghasilkan golongan dominan dan golongan minoritas yang
bertingkat-tingkat sesuai dengan kesukubangsaan yang bersangkutan. Lalu

apakah itu dinamakan minoritas dan dominan?

Hubungan Dominan-Minoritas

Kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik
tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari
orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajad atau tidak adil
dalam masyarakat dimana mereka itu hidup. Karena itu mereka merasakan
adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai
orang luar dari masyarakat dimana mereka hidup. Mereka juga menduduki
posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakatnya,
karena mereka dibatasi dalam sejumlah kesempatan-kesempatan sosial,
ekonomi, dan politik. Mereka yang tergolong minoritas mempunyai gengsi
yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, kebencian,
kemarahan, dan kekerasan. Posisi mereka yang rendah termanifestasi dalam
bentuk akses yang terbatas terhadap kesempatan-kesempatan pendidikan,
dan keterbatasan dalam kemajuan pekerjaan dan profesi.

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan
pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati
status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini
mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang
ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada
adanya (1) perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2)
sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa

golongan minoritas yang rendah derajadnya itu adalah berbeda dari mereka



dantergolong sebagai orang asing; (3) adanya klaim pada golongan dominan
bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka,
dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan
rendah derajadnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut.

Dalam pembahasan tersebut di atas, keberadaan dan kehidupan
minoritas yang dilihat dalam pertentangannya dengan dominan, adalah
sebuah pendekatan untuk melihat minoritas dengan segala keterbatasannya
dan dengan diskriminasi dan perlakukan yang tidak adil dari mereka yang
tergolong dominan. Dalam perspektif ini, dominan-minoritas dilihat sebagai
hubungan kekuatan. Kekuatan yang terwujud dalam struktur-struktur
hubungan kekuatan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat-tingkat
lokal. Bila kita melihat minoritas dalam kaitan atau pertentangannya dengan
mayoritas maka yang akan dihasilkan adalah hubungan mereka yang
populasinya besar (mayoritas) dan yang populasinya kecil (minoritas).
Perspektif ini tidak akan dapat memahami mengapa golongan minoritas
didiskriminasi. Karena besar populasinya belum tentu besar kekuatannya.

Konsep diskriminasi sebenarnya hanya digunakan untuk mengacu
pada tindakan-tindakan perlakuan yang berbeda dan merugikan terhadap
mereka yang berbeda secara askriptif oleh golongan yang dominan. Yang
termasuk golongan sosial askriptif adalah suku bangsa (termasuk golongan
ras, kebudayaan sukubangsa, dan keyakinan beragama), gender atau
golongan jenis kelamin, dan umur. Berbagai tindakan diskriminasi terhadap
mereka yang tergolong minoritas, atau pemaksaan untuk merubah cara hidup
dan kebudayaan mereka yang tergolong minoritas (atau asimilasi) adalah
pola-pola kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat majemuk.
Berbagai kritik atau penentangan terhadap dua pola yang umum dilakukan
oleh golongan dominan terhadap minoritas biasanya tidak mempan, karena
golongan dominan mempunyai kekuatan berlebih dan dapat memaksakan
kehendak mereka baik secara kasar dengan kekuatan militer dan atau polisi
atau dengan menggunakan ketentuan hukum dan berbagai cara lalin yang
secara sosial dan budaya masuk akal bagi kepentingan mereka yang
dominan.

Menurut pendapat Parsudi Suparlan, cara yang terbaik adalah dengan
merubah masyarakat majemuk (plural society) menjadi masyarakat
multikultural (multicultural society), dengan cara mengadopsi ideologi
multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa

Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia.



3. Multikulturalisme dan Kesederajatan

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan
pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan.
Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung
kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama
ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa (dan ras),
gender, dan umur. Ideologi multikulturalisme ini secara bergandengan tangan
saling mendukung dengan proses-proses demokratisasi, yang pada dasarnya
adalah kesederajatan pelaku secara individual (HAM) dalam berhadapan
dengan kekuasaan dan komuniti atau masyarakat setempat.

Sehingga upaya penyebarluasan dan pemantapan serta penerapan
ideologi multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, mau
tidak mau harus bergandengan tangan dengan upaya penyebaran dan
pemantapan ideologi demokrasi dan kebangsaan atau kewarganegaraan
dalam porsi yang seimbang. Sehingga setiap orang Indoensia nantinya, akan
mempunyai kesadaran tanggung jawab sebagai orang warga negara
Indonesia, sebagai warga sukubangsa dan kebudayaannya, tergolong
sebagai gender tertentu, dan tergolong sebagai umur tertentu yang tidak
akan berlaku sewenang-wenang terhadap orang atau kelompok yang
tergolong lain dari dirinya sendiri dan akan mampu untuk secara logika
menolak diskriminasi dan perlakukan sewenang-wenang oleh kelompok atau
masyarakat yang dominan. Program penyebarluasan dan pemantapan
ideologi multikulturalisme ini pernah saya usulkan untuk dilakukan melalui
pendidikakn dari SD s.d. Sekolah Menengah Atas, dan juga S1 Universitas.
Melalui kesempatan ini saya juga ingin mengusulkan bahwa ideologi
multikulturalisme seharusnya juga disebarluaskan dan dimantapkan melalui
program-program yang diselenggarakan oleh LSM yang yang sejenis.*

Mengapa perjuangan anti-diskriminasi terhadap kelompok-kelompok
minoritas dilakukan melalui perjuangan menuju masyarakat multikultural?
Karena perjuangan anti-diskriminasi dan perjuangan hak-hak hidup dalam
kesederajatan dari minoritas adalah perjuangan politik, dan perjuangan politik

adalah perjuangan kekuatan. Perjuangan kekuatan yang akan memberikan

* Oleh Parsudi Suparlan, dipresentasikan dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas
dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus
2004, 14.00-17.00 bbwi. Tersedia pada
http://www.interseksi.org/publications/essays/articles /masyarakat majemuk.html. Diakses
pada tanggal 16 Februari 2009.
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kekuatan kepada kelompok-kelompok minoritas sehingga hak-hak hidup
untuk berbeda dapat dipertahankan dan tidak didiskriminasi karena
digolongkan sebagai sederajad dari mereka yang semula menganggap
mereka sebagai dominan. Perjuangan politik seperti ini menuntut adanya
landasan logika yang masuk akal di samping kekuatan nyata yang harus
digunakan dalam penerapannya. Logika yang masuk akal tersebut ada dalam
multikulturalisme dan dalam demokrasi.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan terhadap lima kelompok
minoritas di Indonesia oleh LSM, untuk meningkatkan derajad mereka,
mungkin dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang
mencakup ideologi multikulturalisme dan demokrasi serta kebangsaan, dan
berbagai upaya untuk menstimuli peningkatan kerja produktif dan profesi.
Sehingga mereka itu tidak lagi berada dalam keterbelakangan dan
ketergantungan pada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat

setempat dimana kelompok minoritas itu hidup.

C. Pendidikan Multikultural

Sebagai sebuah wacana baru, pengertian pendidikan multikultural
sesungguhnya hingga saat ini belum begitu jelas dan masih banyak pakar
pendidikan yang memperdebatkannya. Namun demikian, bukan berarti bahwa
definisi pendidikan pendidikan yang penuh penafsiran antara satu pakar dengan
pakar lainnya didalam menguraikan makna pendidikan itu sendiri. Hal ini juga
terjadi pada penafsiran tentang arti pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural (Multicultural Education) merupakan respon
terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan
persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan
multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk
memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-
orang non Eropa.® Sedangkan secara luas, pendidikan multicultural itu mencakup
seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnic,
ras, budaya, strata sosial dan agama.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa
dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata
kepada kelompok rasial, agama dan kultural dominan atau mainstream. Fokus

seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang

> Seperti yang dikemukakan Hilliard tahun 1991-1992 dalam buku karangan Cholid Mahfud.



menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang
berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan,
yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas
terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural
sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (difference), atau
politics of recognition (politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok

minoritas).

. Pendekatan Pendidikan Multikultural

Mendesain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang
penuh permasalahan antar kelompok, budaya, suku, dan lain sebagainya, seperti
Indonesia mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multicultural
tidak hanya sebatas “merayakan keragaman”. Jika tatanan masyarakat yang ada
masih penuh diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya, atau
perbedaannya dari budaya yang dominan, akan berjalan dengan aman dan
harmoni. dalam kondisi demikian, pendidikan multicultural lebih tepat diarahkan
sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran. Untuk mencapai
sasaran tersebut, diperlukan sejumlah pendekatan. Ada beberapa pendekatan
dalam proses pendidikan multicultural. Pertama, tidak lagi menyamakan
pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling), atau
pendidikan multicultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan
yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai tranmisi kebudayaan
membebaskan pendidik dari asumsi keliru bahwa tanggung jawab primer
mengembangkan kompetensi kebudayaan dikalangan anak didik semata-mata
berada di tangan mereka; tapi justru semakin banyak pihak yang betanggung
jawab, karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan
pembelajaran informal diluar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan
kelompok etnik. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-
mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini.
Secara tradisional, para pendidik lebih mengasosiasikan kebudayaan dengan
kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah
orang yang secara terus-menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain
dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural,
pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program pendidikan
multicultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara

stereotipe menurut identitas etnik mereka; sebaliknya mereka akan



meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan

perbedaan dikalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, pengembangan kompetensi dalam suatu “kebudayaan baru”
biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah
memiliki kompetensi. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan
multikultural tidak dapat disamakan secara logis. Keempat, pendidikan
multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan.
Kebudayaan mana yang akan diadopsi itu ditentukan oleh situasi dan kondisi
secara proporsional. Kelima kemungkinan bahwa pendidikan (baik formal
maupun non formal) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam
beberapa kebudayaan.

Dikotomi semacam ini akan membatasi individu untuk sepenuhnya
mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan
kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia.
Masyarakat adalah kumpulan masyarakat atau individu-individu yang
terejawantahkan dalam kelompok sosial dengan tantangan budaya atau tradisi
tertentu. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Drajat, yang menyatakan
bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan
kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Jadi dapat
dipahami bahwa inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan
bekerjasama dalam masa relative lama, sehingga individu-individu tersebut dapat
memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial.

Dalam pendekatan pendidikan multikultural juga diperlukan kajian dasar
terhadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar tentang masyarakat yang
dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang
hidup dinamis, dan selalu berkembang.

2. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi
kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi
kebutuhan masing-masing.

3. Individu-individu, dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi
kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa
yang disebut tentang sosial.

4. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku

antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.



5. Pertumbuhan individu dalam komunitas, keterkaitan dengannya, dan
perkembangannya dalam bingkai yang menuntunnya untuk bertanggung

jawab terhadap tingkah lakunya.

E. Wacana Pendidikan Multikultural di Indonesia

Menurut Azyumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme
kekuasaan yang pada masa Orde Baru memaksakan “monokulturalisme” yang
nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang mengandung implikasi negative
bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan
proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, juga terjadi
peningkatan fenomena/gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih
dengan ‘“etnisitas”. Kecenderungan ini jika tidak terkendali, akan dapat
menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, bahkan
juga disintegrasi politik.

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model
pendidikan multicultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran,
termasuk revisi buku-buku teks. Untuk mewujudkan model-model tersebut,
pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada,
agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multicultural dapat mencakup tiga
jenis transformasi : (1) Transformasi diri; (2) Transformasi sekolah dan proses

belajar mengajar; (3) transformasi masyarakat.

F. Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Global

Pendidikan multikultural dapat kita rumuskan sebagai studi tentang
keanekaragaman kultural, hak asasi manusia dan pengurangan atau
penghapusan berbagai jenis prasangka demi membangun suatu kehidupan
masyarakat yang adil dan tentram. Pendidikan multikultural berarti
mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.
Dalam pendidikan multikultural dapat diidentifikasikan perkembangan sikap
seseorang dalam kaitannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain dalam
masyarakat lokal sampai kepada masyarakat dunia global. James Banks
mengemukakan beberapa tipologi sikap seseorang terhadap identitas etnik atau

kultural identity, yaitu :
a. Ethnic psychological captivy. Pada tingkat ini, seseorang masih terperangkap
dalam stereotype kelompoknya sendiri, dan menunjukkan rasa harga diri
yang rendah. Sikap tersebut menunjukkan sikap kefanatikan terhadap nilai-

nilai budaya sendiri dan menganggap budaya lainnya inferior.
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b. Ethnic encapsulation. Pribadi demikian juga terperangkap dalam kapsul
kebudayaannya sendiri terpisah dari budaya lain.sikap ini biasanya
mempunyai prkiraan bahwa hanya nilai-nilai kebudayaannya sendiri yang
paling baik dan paling tinggi, dan biasanya mempunyai sikap curiga terhadap
budaya atau bangsa lain.

c. Ethnic identifities clarification. Pribadi macam ini mengembangkan sikapnya
yang positif terhadap budayanya sendiri dan menunjukkan sikap menerima
dan memberikan jawaban positif kepada budaya-budaya lainnya. Untuk
mengembangkan sikap yang demikian maka seseorang lebih dahulu perlu
mengetahui beberapa kelemahan budaya atau bangsa sendiri.

d. The ethnicity. Pribadi ini menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap
budaya yang datang dari etnis lainnya, seperti budayanya sendiri

e. Multicultural ethnicity. Pribadi ini menunjukkan sikap yang mendalam dalam
menghayati kebudayaan lain di lingkunga masyarakat bangsanya.

f. Globalism. Pribadi ini dapat menerima diberbagai jenis budaya dan bangsa

lain.

G. Minoritas Multikultural

Mengacu pada dua usulan definisi minoritas, beberapa hal akan
mengganggu pikiran kita. Pertama, dalam kedua definisi tersebut minoritas
pertama-tama ditunjukkan oleh perbandingan numeriknya dengan sisa populasi
yang lebih besar. Artinya, sebuah kelompok bisa disebut minoritas kalau
jumlahnya signifikan lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam sebuah negara.
Kedua, minoritas mengandaikan sebuah posisi yang tidak dominant dalam
konteks sebuah negara, tapi frase “tidak dominant” tersebut tidak dijelaskan
secara spesifik. Artinya pengandaian tersebut juga menuntut pengandaian lain:
bahwa terma “dominant” bisa dipahami sebagai sebuah makna tunggal yang
melingkupi seluruh sector kehidupan sosial. Ketiga, menjadi minoritas juga
mengandaikan terdapatnya perbedaan salah satu atau semuanya dari tiga
wilayah, yakni etnik, agama, dan linguistic, dengan sisa populasi lainnya.
Keempat, menjadi minoritas mengharuskan orang atau kelompok orang memiliki

rasa solidaritas antar sesamanya, dan membagi bersama keinginan untuk
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melestarikan agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih
persamaan didepan hokum dengan populasi diluarnya.®

Dilain pihak, formulasi konsep minoritas juga diikuti oleh pemisahannya
dari apa yang disebut indigenous people. Mantan special raporteur PBB untuk
sub komisi pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas. Untuk
kepentingan konseptual perlu membedakan kelompok minoritas dari kelompok-
kelompok “penduduk pribumi’(indigenous people). Pemerintah belakangan ini
memilih istilah yang berbeda, yakni Komunitas Adat Terpencil (KAT). KAT adalah
kelompok social budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau
belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik social, ekonomi, maupun
politik. Ada pun karakteristiknya meliputi : (1) bentuk komunitas relative kecil,
tertutup, dan homogen; (2) Organisasi social | pranata sosialnya bertumpu pada
hubungan kekerabatan (bersifat informal dan kental dengan norma adat); (3)
pada umumnya terpencil secara geografis dan secara sosial-budaya dengan
masyarakat yang lebih luas; (4) pada umumnya masih hidup dengan system
ekonomi subsisten; (5) peralatan dan tekhnologinya sederhana; (6)
ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA)
setempat relatif tinggi; (7) terbatasnya akses pelayanan sosial dasar,ekonomi

dan politik.
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